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PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan penulisan skripsi ini berdasarkan pembahasan dalam

hasil penelitian dan analisis data oleh peneliti antara lain sebagai berikut:

1.

Faktor-faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan terorisme di wilayah

hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat

a.

b.

Faktor domestik, yaitu Faktor ekonomi Seperti kemiskinan, ketidakadilan
atau merasa Kecewa dengan pemerintah.

Faktor Sosial dan kultural Agama, yang sangat terkait dengan pemahaman
keagamaan yang dangkal dan penafsiran kitab suci yang sempit dan
leksikal (harfiyah).

Faktor Ideologi dan Lingkungan, pemahaman menyimpang dari pemahaman
yang dianutnya dan memutuskan untuk menerima doktrin utama yang
bertujuan untuk menegakkan syari’at Islam dengan jalan jihad. Sikap dan
pemahaman yang radikal dan dimotivasi oleh berbagai faktor di atas
seringkali menjadikan seseorang memilih untuk bergabung dalam aksi dan
jaringan terorisme

Faktor internasional, yakni pengaruh lingkungan luar negeri yang
memberikan daya dorong tumbuhnya sentiment keagamaan seperti
ketidakadilan global, politik luar negeri yg arogan, dan imperialisme
modern negara adidaya.

Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Pilhak Kepolisian Dalam

Meminimalisir Kejahatan terorisme di Nusa Tenggara Barat

a.

Melakukan sosialisasi secara internal kepolisian, dan eksternal dengan
cara melakuka pendekatan aktif pada masyarakat secara langsung.
Melakukan kerja sama dengan beberapa tokoh masyarakat terhadap

perlunya bahasan-bahasan tentang bahasa radikalislme di NTB.
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c. Kepolisian bekersama dengan pemerintah yang berwenang yaitu Badan
Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT adalah sebuah lembaga
pemerintah nonkementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan
di bidang penanggulangan terorisme. dalam hal bahaya dan dampak akan
faham terorisme.

d. Melakukan upaya pembinaan terhadap Eks-Napiter di wilayah Hukum Polda
NTB.

B. Saran
Adapun saran yang dapat penulis berikan terkait peran BNPT dan

Kepolisian Daerah Lampung dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan

terorisme adalah :

1. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum dituntut profesional dalam
mengungkap jaringan terorisme terutama yang berada di daerah-daerah NTB
sehingga dalam pelaksanaan di lapangan dapat dengan cepat mengungkap
adanya jaringan terorisme.

2. Di harapkan kepada pemerintah tetap saling bersinergi dalam melakukan
pencegahan dan pemberantasan terhadap terorisme.

3. Adanya sosialisasi terkait penambahan muatan dalam Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2003 khususnya mengenai regulasi tentang pencegahan dan
penanggulangan terorisme, karena dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme masih berikisar

mengenai penindakan, belum komprehensif mengenai pencegahan.
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